
WALIKOTA PALEMBANG 

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG 

NOMOR 35 TAHUN 2012 

TENTANG 

PEMBINAAN DAN PENDAFTARAN LEMBAGA 
KESEJAHTERAAN SOSIAL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PALEMBANG, 

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya untuk leblh meningkatkan peran masyarakat dalam 
menyelenggarakan kesejahteraan sosial melalui Lembaga Kesejahleraan 
Sosial, sejalan dengan ketentuan Peraturan Pemerlntah Nomor 39 Tahun 
2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahleraan Sosial dan Peraturan 
Manieri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang lembaga Kesejahteraan 
Sosial. perlu menetapkan pedoman pengaturan, pemblnaan dan 
pendaftaran Lemba~a Kesejahteraan Sosial ; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
perfu menetapkan Peraiuran Walikota Palembang tentang Pembinaan dan 
Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat II dan KotapraJa di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 
1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821); 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tah1m 2001 tentang Yayasan (Lembaran 
Negara RI Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembara.n Negara RI 
Non:ior 4132) sebagalmana telati diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2004 ten1ang Perubahan alas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 
2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 115, 
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor4430) ; 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerint.ahan Daerah 
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kall terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan at.as 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinteha,n Daerah 
(Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tarnbahan Lernbaran Negara 
RI Nomor 4844); 

4. Undang--Undang Non:ior 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraen Sosial 
(Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara 
RI Nomor 4967); 

5. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234); 

6. Peraturan Pemerlntah Nomor 38 Tahun 2007 lentang Pembagian ,urusan 
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lernbaran Negara RI Tahun 2007 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan 
Kesejahtera.an Sosial (Lernbaran Negara RI Tahun 2012 Nornor 68, 
Tambahan Lernbaran Negara RI Nomor .... ); 



8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan 
Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; 

9. Peraturan Menteri Soslal Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga 
Kesejahteraan Sosial ; 

10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan 
Pemerintahan Daerah (lembaran Dearah Kota Palembang Tahun 2008 
Nomor6); 

11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Oinas Daerah Kota 
Palembang (lembaran Daerah Kola Palembang Tahun 2008 Nomor 9). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PEMBINAAN DAN 
PENDAFTARAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Paaal 1 

Dalam Peraturan lnl yang dlmaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Palembang. 
2. Pemerintah Kola adalah Pemerintah Kota Palembang. 
3. Walikota adalah Walikota Palembang. 
4. Oinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Palembang. 
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kola Palembang. 
6. Lembaga Kesejahteraan SOsial yang ·selanjutnya disiogkat LKS adalah 

Organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan 
penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, 
balk yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 

7. Kesejahleraan Soslal adalah kondisi terpenuhnya kebutuhan material, 
spiritual dan sosial warga agar dapat hidup layak dan mampu 
mengembangkan diri sehingga dapat mela.ksanakan fungal sosialnya. 

8. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, 
terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Lembaga Kesajahteraan 
Sosial dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan da.sar 
setiap warga negara, rehabilitasi sosial, jamlnan sosial, pemberdayaan 
sosial dan perlindungan sosial dengan tanpa memungul biaya kepada 
penerima manfaat. 

9. Surat Tenda Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Soslal yang 
selanjutnya disingkat STPLKS ditetapkan oleh Walikota sebagai bukti 
Lembaga Kesejahteraan Sosial telah terda:ftar. 

1 o. Pantl sosial adalah Lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan 
rehabilitasi sosial bagl satu Jenis sasaran untuk memulihkan dan 
mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi 
sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. 

11 . Stander sarana dan prasarana penyetenggaraan kesajahteraan sosial 
adalah ukuran kelayakan yang harus dipenuhi secara minimum baik 
mengenai kelengkapan kelembagaan, proses maupun hasll pelayanan 
sebagai slat clan penunjang utama dalam pen.yelenggaraan 
kesejahteraan sosiat. 



SAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Pembinaan dan pendaflaran terhadap Lembaga yang menyelenggarakan 
Kesejah.leraan Sosial dimaksudkan sebagal upaya te:rciptanya LKS yang 
berkualitas dalam memberikan pelayanan kepada penyandang masa.lah 
kesejahteraan sosial. 

Pual 3 

Tujuan pembinaan dan pendaftaran LKS sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2, untuk memberikan arahan dan pedoman yang meliputi norma. 
standar dan prosedur sehingga keberadaan LKS dapat memberikan manfaa1 
yang sebesar-besamy.a kepada penerima manfaat. 

BAB Ill 
STATUS LEMBAGA KESE.JAHTERAAN SOSIAL 

Pasal4 

LKS memilikl status sebagai berikut : 

a. tidak bertadan hukum ; atau 
b. bertadan hukum. 

BABIV 
SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA 

PENDAFTARAN LKS 

Pasal5 

(1) Setiap LKS yang menyelenggarakan kesejaliteraan sosial yang lingkup 
wilayah kerjanya dalam Daerah waJlb mendaftar kepada Walikota. 

(2) Persyaratan bagi LKS untuk melakukan pendaftaran yaitu harus 
mempunyal: 

a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ; 
b. keterangan domisili dari Lurah setempat ; 
c. struktur organisasl lembaga ; dan 
d. nama, alamat dan telepon pengurus dan anggota. 

(3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Jugs harus 
mempunyal : 

a. program kerja dibidang kesejahteraan sosial ; 
b. modal kerja untuk pelaksanaan kegiatan ; 
c. sumber daya manusia ; dan 
d. kelengkapan sarans dan prasarana. 

Pasal6 

LKS yang tidak bertadan hukum untuk melakukan pendaftaran selain harus 
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga harus 
mempunyai nota pendirian yang dilegali.sir oleh Lurah dan Ca mat setempat. 

Pasal7 

Tata cara pendaftaran bagi LKS yang tklak bertadan hukum sebagaimana 
dlmaksud dalam Pasal 4 huruf a, melampirkan persyaratan sebagai berikut : 

a. mengajukan permohonan untuk pendaftaran LKS kepada Walikota 
melalui Dinas Soslal ; 

b. Fotokopi KTP Ketua Pengurus : 



c. Daftar klien penerima manfaat untuk LKS Panti Sosial. 
d. Fotokopi aokumen kepemllikan lempal LKS atau sewa/kontrak minimal 

selama 2 (dua) tahun. 
e. Fotokopi ijazah SL TA j)engurus inti. 
f. Pas foto Ketua Pengurus LKS ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar. 

Paaal8 

(1) Tata cara pendaftaran bagi LKS yang berbadan huk,um sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, melamplrkan persyaratan sebaga1 
berikul: 

a. Mengajukan permohonan untuk pendaftaran LKS kepada Wallkota 
melalui Dinas Sosial ; 

b. Folokopi KTP Ketua Pengurus ; 
c. Dafter klien penerima manf'aat untuk LKS Panli Sosial. 
d . Fotokopl dokumen kepemilikan tempat LKS atau sewalkontrak 

minima.I selama 2 (dua) tahun. 
8-. Fotokqpl ljazah SL TA pengurus inti. 
f. Pas foto Ketua Pengurus LKS ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar. 

(2) Seisin persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Juga harus 
melamplrkan : 

a. Akte Notaris pendirian yang disahkan oleh Menleri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia sebagai badan hukum ; dan 

b. Nomor pokok wajib paJak. 

Paaal9 

(1) Pendaftaran LKS sebagaimana dimaksud pasal Passi 4 ayat (1) 
dilakukan oleh pengurus LKS dengan mengajukan permohonan ditujukan 
kepada Wallkota melalui Dinas Sosial. 

(2) Walikota melalui Dinas Sosial menerbitkan Surat Tanda Pendaftaran 
LKS (STP LKS) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja 
sejak persyaratan dinyatakan lengkap. 

(3) STP LKS diberikan alas nama Ketua Pengurus LKS. 

(4) STP LKS beriaku selama LKS tersebut maslh berjalan dan tidak terputus 
waktu pelaksanaan serta tidak dapat dipindah tangankan. 

Paaal10 

(1) LKS wajib melakukan pendaftaran ulang seliap 2 (dua) tahun sekali 
terhitung sejak LKS ditetapkan. 

(2) Pengajuan daftar ulang LKS dialaksanakan minimal 1 (satu) bulan 
sebelum masa bertaku berakhi.r. 

(3) Bilamana masa berlaku STP LKS habis melewati maksimal 6 (enam) 
bulan LKS yang bersang/<Utan dinyatakan tidak aktif. 

(4) LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mengajukan 
permohonan sebagal LKS bar:u. 

(5) Untuk setiap pemberian STP LKS serta dafl:ar uiang tidak dikenakan 
biaya. 



Pasal11 
Persyaratan dafter ulang LKS : 

a. Fotokopi STP LKS yang lama sebanyak 1 lembar. 
b. Pas photo Ketua Pengurus ukuran 3 x 4 cm seb;u1yak 2 Jembar. 
c. KTP Ketua Pengun.is sabanyak 2 lembar. 
d. Laporan tahunan lerakhir pelaksananan kegiatan LKS. 

Pa.sal12 
STP LKS dapat dlcabut atau lidak diterb~kan daftar ulangnya apabila 
penyelenggara LKS : 

a. Tldak melakukan kegiatan pokok sesuai d~ngan yang tercantum di 
dalam STP LKS. 

b. lidak memberikan pelayanan dan pembinaan yang layak kepada 
penerima manfaat. 

c. LKS menjadlkan penerima manfaat sebagal pengumpul uang atau 
barang di jalan atau dari rumah ke rumah. 

BABV 
SUMBER DAYA DAN STANDAR LKS 

Paaal 13 

(1) LKS dalam melaksanakan penyelenggaraan operasional harus didukung 
oleh sumber daya yang mellputi : 

a. Sumber Daya Manusia. 
b. Sarana dan Prasarana. 
c. Sumber Pendanaan. 

(2) Sumber Daya Manusla Pengurus LKS terdiri dari : 

a Pengurus inti sekurang-kurangnya Ketua, Sekretaris dan Bendahara. 
b. Tenaga pelayanan LKS yang terdlrl darl tenaga administrasi, tenaga 

keuangan, tenaga fungsional dan tenaga keamanan. 

(3) Pengu~~ inti LKS minimal berijazah SLTA dan bertempat kedudukan di 
dalam Oaerah. 

Paaal 14 

(1) Jumlah penerima manfaat LKS Panti Sosia! minimal 15 orang, separuh 
dari jumlah penerima manfaat Panti Sosial harus berasal dari warga 
dalam Daerah. 

(2) Penerimaan penerima manfaat Pantl Sosial harus berdasarkan surat 
keterangan dari Lurah setempaL 

(3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang
kurangnya memuat : 

a. Nama, tempat tanggal lahlr, alamat penerima manfaat. 
b. Nama, umur, alamat orang tua penerima manfaat. 
c. Jenis masalah kesejahteraan sosial penerima manfaat (yatim, piatu. 

terlantar, orang tua tidak mampu). 

Pa.sal15 

(1) Khusus LKS P.anti Sosial pada saat pengajuan permohonan pendaftaran 
sudah harus memenuhi standar minimum sarana dan prasarana yang 
terdirl dari : 

a. Perkantoran, meliputl ruang plmpinan, ruang kerja staf, ruang rapat, 
ruang tamu, ruang dokumentasi, ruang data dan informasi, ruang 
perpustakaan, kamar mandl den dapur ; 



b. Pelayanan teknls, meliputi ruang asrama, ruang pengasuh, ruang 
dlagnosa/asesmen, ruang konseling psikososial, ruang instalasi 
produksl, ruang olahraga dan pemblnaan tisik, ruang bimblngan 
mental clan sosfal, ruang praktek keterampilan dan ruang kesenian ; 

c. Pelayanan umum, meliputi ruang makan, ruang belajar, ruang lbadah, 
ruang kesehatan, aula, pos keamanan, ruang tamu, gudang, karnar 
mandi, lempat parkir dan rumah dlnas/pengurus ; 

d. Tenaga pelayanan Panti Sosial, meliputi tenaga administrasi, tenaga 
keuangan, lenaga fungslonal dan tenaga keamanan : 

e. Peralatan Panli Sosial, meliputi peralatan penunjang perkanloran
1 

peralatan komunikasi, penerangan, instalasi air bersih, peralatan 
bantu bagl penerima pelayanan dan peralatan penunjang pelayanan 
teknis ; 

f. Alal transportasi, meliputi alal lransportasi perkantoran dan alat 
transportasl penerima pelayanan ; dan 

g. Sandang dan pangan bagi penerima pelayanan. 

(2) LKS Panti Sosial yang jumlah penerima manfaatnya belum mencapai 
minimal 15 orang dan belum dapat memenuhi stander minimum sarans 
dan l,)rasarana dilararig memasang papan nama sebagal LKS Panti 
Sosial. 

BAB VI 
KETENTUAN PERALJHAN 

Pasal 16 

LKS yang telah diberikan tanda daffamya, sebelum berlakunya Peraturan ini 
sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 
masih tetap berlaku dengan ketentuan dalam waktu paling lambat 2 (dua) 
Tahun sejak mulai berlakunya Peraturan ini, wajib menyesuaikan dengan 
ketentuan Peraturan ini. 

BABVII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pu al 17 

(1) Dinas Sosial adalah sebagai satuan ke~a perangkat daerah (SKPD) 
teknis pelaksana Peraturan lni. 

(2) Hal-hal yang bersifa1 teknis belum dlatur dalam Peraturan lnl, sepanjang 
mengenai pelaksanaannya akan dttetapkan lebih lanjut oleh WaUkota, 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 18 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuihya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kota 
Palembang. 

Ditetapkan di Palemb.ang 
pada tanggal r ~IV 2012 


